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MOTO 

 

ِ شُهَدَآءَ باِلْقِسْطِ  مِينَ لِِلَّّ  ءَامَتوُاْ كُونُواْ قَوَّ

Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah dan menjadi saksi 

dengan adil 

(Al-maidah:8) 

PERSEMBAHAN 

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah 

Subhanahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya 

hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak 

tantangan dan kesulitan yang dihadapi, namun semuanya dapat dilalui dengan 

pertolongan dan izin-Nya. Penulis menyusun karya ini sebagai bentuk tanggung 

jawab dalam menyelesaikan pendidikan, dengan segala usaha dan kemampuan 

yang dimiliki. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca, menambah referensi keilmuan, serta memberikan kontribusi positif bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi amal kebaikan yang diridhai oleh 

Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Ayah  dan Bunda terkasih, 

Kepada Ayahanda Nurkholis dan Ibunda Murniati Sagita Terima kasih atas segala 

kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah terhenti hingga saat ini. 

Sejak kecil hingga sekarang, Ayah dan Ibu telah membesarkan, merawat, dan 

mendidik dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan cinta yang begitu besar. Setiap 

langkah dalam perjalanan ini tidak pernah lepas dari dukungan, perhatian, serta 

nasihat yang selalu diberikan dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun 
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duka. Perjalanan hingga sampai pada tahap ini tentu bukan hal yang mudah, 

namun berkat doa dan dukungan yang selalu mengiringi, setiap tantangan dan 

kesulitan dapat dilalui dengan baik. Doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh 

keikhlasan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai rintangan, 

sekaligus menjadi penguat untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Ayah dan 

Ibu adalah alasan terbesar untuk terus berjuang, bertahan, dan menyelesaikan apa 

yang telah dimulai. Semua yang telah dicapai hingga saat ini tidak akan terwujud 

tanpa peran besar Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan semangat, motivasi, 

serta kepercayaan dalam setiap langkah. Setiap pengorbanan, baik yang terlihat 

maupun yang tidak terlihat, menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima 

kasih karena selalu ada dalam setiap kondisi, selalu memberikan dukungan tanpa 

syarat, dan tidak pernah berhenti percaya. Semoga segala kebaikan, pengorbanan, 

dan kasih sayang yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari 

Allah Subhanahu wa Ta’ala, serta senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, 

dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. 

Kakak dan Adik kembar tersayang, 

Kepada Kakak dan Adik kembar tersayang, Terima kasih kepada kakak Jillan 

Sausan Amira atas segala dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu 

diberikan dalam setiap proses hingga sampai pada tahap ini. Kehadiran kakak 

menjadi salah satu sumber motivasi yang memberikan kekuatan dalam 

menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih kepada adik kembar pertama, 

Anindya Gina Carissa Evangelia, atas kebersamaan, keceriaan, dan dukungan 

yang selalu diberikan. Kehadiran dan semangat yang diberikan menjadi bagian 

penting dalam setiap langkah perjalanan ini. Dan terima kasih kepada adik kembar 

kedua, Baby Gina Carissa Cathrine, yang telah lebih dahulu berpulang. Meskipun 

tidak lagi hadir secara langsung, kenangan, kasih sayang, dan kebersamaan yang 

pernah ada akan selalu tersimpan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. 

Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala. 
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Dosen Pembimbing dan Para Dosen 

Dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Dosen Pembimbing, Dr. Erlina, S.H., M.H. atas segala bimbingan, arahan, 

waktu, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. 

Kesabaran dalam memberikan masukan, koreksi, dan saran sangat membantu 

dalam menyelesaikan karya ini dengan lebih baik dan terarah. Tidak hanya dalam 

aspek akademik, tetapi juga dalam membentuk pemahaman dan cara berpikir yang 

lebih sistematis. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen 

atas ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang telah diberikan selama masa 

perkuliahan. Setiap ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang sangat berharga 

dalam menempuh perjalanan akademik maupun kehidupan ke depan. Semoga 

segala dan ilmu yang telah diberikan dapat terus bermanfaat, serta skripsi ini 
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RINGKASAN 
 

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. 
Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat 
daerah. Dalam sistem demokrasi, Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme 
pergantian kepemimpinan daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin 
hak politik warga negara dalam memilih dan dipilih serta menciptakan kompetisi 
politik yang sehat dan terbuka. 

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pilkada adalah pengaturan 
mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah (threshold). Berdasarkan Pasal 
40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan partai 
politik hanya dapat mengusulkan pasangan calon apabila memiliki paling sedikit 
20% kursi DPRD atau memperoleh 25% akumulasi suara sah hasil pemilihan umum 
anggota DPRD sebelumnya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan 
adanya dukungan politik yang memadai bagi pasangan calon yang diusung. Namun, 
dalam praktiknya, persyaratan tersebut dinilai terlalu tinggi dan berpotensi 
membatasi kesempatan partai politik untuk mengajukan calon secara mandiri. 

Penerapan ambang batas pencalonan yang tinggi sering dikaitkan dengan 
meningkatnya fenomena calon tunggal dalam Pilkada. Tingginya persyaratan 
pencalonan mendorong terbentuknya koalisi besar yang berujung pada dominasi 
dukungan terhadap satu pasangan calon sehingga mengurangi peluang munculnya 
kandidat alternatif. Akibatnya, di sejumlah daerah hanya terdapat satu pasangan 
calon yang memenuhi syarat pencalonan dan berhadapan dengan kolom kosong 
sebagaimana telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kondisi tersebut menimbulkan 
kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi lokal karena berkurangnya kompetisi 
politik dan terbatasnya pilihan masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. 

Perkembangan hukum yang signifikan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi 
mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan 
ambang batas pencalonan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa 
pengaturan sebelumnya berpotensi membatasi ruang kompetisi politik dan tidak 
sepenuhnya sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjamin kesempatan yang 
setara bagi peserta pemilihan. Melalui putusan tersebut, ambang batas pencalonan 
disesuaikan menjadi lebih rendah dan proporsional berdasarkan kategori jumlah 
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penduduk daerah sehingga memberikan peluang yang lebih luas bagi partai politik 
untuk mengajukan pasangan calon. 

Perubahan norma tersebut menimbulkan persoalan sinkronisasi dalam sistem 
peraturan perundang-undangan karena ketentuan yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan berbagai peraturan pelaksana, termasuk PKPU 
yang mengatur pencalonan kepala daerah, harus disesuaikan dengan amar Putusan 
Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Ketidaksinkronan antara 
undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan pelaksana 
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan ambang batas 
pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan peraturan pelaksanaannya 
dalam perspektif sistem peraturan perundang-undangan, serta untuk menganalisis 
implikasi pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah terhadap fenomena 
calon tunggal dalam Pilkada. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 
kekaburan norma (vague norm). Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif 
dan deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum 
tersebut dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif untuk memperoleh 
argumentasi hukum mengenai sinkronisasi pengaturan ambang batas pencalonan 
kepala daerah serta implikasinya terhadap fenomena calon tunggal dalam Pilkada 
di Indonesia. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan ambang batas 
pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan PKPU 
No. 13 Tahun 2018 dalam perspektif sistem peraturan perundang-undangan. Untuk 
mengetahui implikasi pengaturan ambang batas pencalonan terhadap pemenuhan 
hak konstitusional warga negara dalam Pilkada. Jenis Penelitian yang digunakan 
adalah penelitian Normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptip dan 
deskriptip yang mana penelitian ini memberikan pandangan, pendapat dan saran 
peneliti dan memberikan deskripsi dalam memberikan argumentasi untuk 
penyelesaian masalah hukum yang diteliti. 

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, Pengaturan ambang yang 
didasarkan oleh pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengharuskan 
partai politik memiliki minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018 mengadopsi pasal 54D 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa KPU di daerah menetapkan paslon 
Tunggal sebagai paslon terpilih, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh 
persen) dari suara sah. Kemudian Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 
mengganti ambang batas pencalonan diselaraskan menjadi lebih inklusif dengan 
standar 6,5% hingga 10% perolehan suara sah. Kedua, Implikasi Undang-Undang 
No. 10 Tahun 2016 terhadap hak konstitusional warga negara bersifat dikotomis. 
Di satu sisi, ia bertujuan menciptakan stabilitas pemerintahan di daerah melalui 
dukungan kuat di DPRD. Di sisi lain, ia menciptakan hambatan sistemik yang dapat 
membatasi pilihan rakyat dan menghalangi putra-putri terbaik daerah untuk 
berkompetisi secara sehat dalam kontestasi politik. Implikasi dan dampak 
pengaturan ambang batas pencalonan pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-
XXII/2024 bersifat dua sisi. Di satu sisi, putusan ini memperluas pemenuhan hak 
konstitusional warga negara dan memperkuat demokrasi partisipatoris. Di sisi lain, 
terdapat potensi tantangan berupa fragmentasi politik, penurunan efektivitas 
pemerintahan, serta dinamika ketatanegaraan yang kompleks. 

Kata Kunci (Keywords): Peraturan Perundang-undangan, Ambang Batas 
(threshold), Pemilihan Kepala Daerah.
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DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 
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Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 
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